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GANDENG 22 ORGANISASI DI DIY

Pemkot Berikan Bantuan Hukum untuk Warga Miskin

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogya-
karta menggandeng 22 Organisasi Bantuan
Hukum (OBH) di DIY untuk memberikan bantuan
layanan hukum bagi warga miskin kota tersebut
yang tengah terbelit permasalahan hukum baik

perdata maupun pidana.

"Program layanan bantuan
hukum untuk warga miskin
Kota Yogyakarta ini sudah di~
rancang cukup lama tetapi ka-
rena pandemi maka baru bisa
direalisasikan mulai tahun ini,"
kata Wakil Wali Kota Yogyakar-
ta Heroe Poerwadi di sela pe-
nandatangan kesepakatan ber-
sama di Yogyakarta, Jumat
(25/2).

Menurut Heroe, realisasi pro-
gram tersebut merupakan ben-
tuk komitmen Pemerintah Kota
Yogyakarta sesuai yang ter-
tuang dalam Perda Nomor 3
Tahun 2019 tentang Penyeleng-
garaan Bantuan Hukum. De-
ngan program tersebut, Heroe
berharap, seluruh warga Kota
Yogyakarta termasuk warga
miskin mendapat akses yang
lebih terhadap layanan bantu-
an hukum sehingga hak mere-

masalahan yang dihadapi bers-
inggungan der}gan Pemerintah
Kota Yogyakarta," tuturnya di-
kutip dari Antara.

Namun demikian, layanan
bantuan hukum tersebut tidak
bisa digunakan apabila perma-
salahan hukum yang dihadapi
terkait dengan kasus terorisme,
penyalahgunaan narkoba, dan
subversi atau makar.

Total alokasi anggaran yang
disiapkan untuk program la-
yanan bantuan hukum bagi
warga miskin mencapai Rp 264
juta yang dibagi rata kepada 22
Organisasi Bantuan Hukum
(OBH) sehingga setiap institusi
mendapat alokasi anggaran Rp
12 juta. Anggaran tersebut da-
pat dimanfaatkan untuk mem-
biayai kebutuhan litigasi se-
banyak Rp 8 juta dan sisanya
non litigasi seperti penyuluhan

(OBH) DIY Muhammad lkbal di sela penandatanganan kesep
hukum warga miskin di Yogyakarta, Jumat (25/2/2022).

Yogyakarta untuk memberikan
layanan bantuan hukum sudah
tercatat dan terakreditasi di
Kantor Kementerian'Hukum

MERAP- H PéMKbT 9OGYAKARTA
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi (kiri) dan Koordinator Organlsasn Bantuan Hukum

Harapannya, ada koordinasi
yang baik antara pemerintah
dan OBH," uyjarnya.

Layanan tersebut hanya di-
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bantuan hukum megkipun lo-
kasi kasus berada di luar Kota
Yogyakarta. "Layanan seperti
ini juga sudah dilakukan oleh

ka untuk mencari keadilan ter-  hukum. dan HAM sejak 2014. "Artinya,  peruntukkan bagi warga mis- Kantor Kemenkumham. Ma-
hadap masalah yang sedang di- Sementara itu, Koordinator ~ seluruh kantor layanan hukum  kin Kota Yogyakarta yang di- syarakat dapat mengakses
hadapi dapat terpenuhi. 3 OBH DIY Muhammad Ikbal ini sudah memiliki pengalaman  buktikan dengan surat kete- layanan hukum secara gratis
"Layanan bantuan hukum ini ~ memastikan seluruh OBH yang ~ yang baik dalam menangani  rangan tidak mampu. Wargate-  karena sudah ada bantuan dari
dapat digunakan sekalipun per- ~ digandeng Pemerintah Kota kasus atau perkara hukum. tap bisa mengakses layanan pemerintah," katanya.  (*)-d
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum Netral Biasa Untuk Diketahui

Y ogyakarta, 27 Juni 2026

Kepala

lg. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005

Halaman: 2



mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id
http://www.tcpdf.org

